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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku 
yang berjudul Pembangunan Pedesaan ini telah dapat di terbitkan untuk 
dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak.  Pembangunan Desa tertuang 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). UU 
tersebut menjabarkan definisi, tahapan, dan tujuannya. Terlaksananya 
pembangunan Pedesaan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-
undangan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa.  

Pembangunan di desa perlu dilaksanakan dengan kerja sama yang baik 
dan semangat gotong royong antara pemerintah desa dengan masyarakat 
desa. Semua bahu-membahu memaksimalkan potensi desa yang ada 
untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semangat tersebut wajib 
diimplementasikan di semua tahapan pembangunan desa yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan tujuan untuk lebih 
memakmurkan kehidupan di desa. Pelaksanaan pembangunan merupakan 
salah satu agenda yang terus dilakukan pemerintah Desa Amin Jaya setiap 
tahunnya.  

Program-program pembangunan tersebut disusun untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan desa. 
Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan serta 
perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan 
pemerintah desa, BPD, dan lembaga-lembaga masyarakat. Perencanaan 
pembangunan tentunya harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, 
kebutuhan, serta peraturan yang berlaku. UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 
ayat 1 menetapkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia 
serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 
pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi 
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 
secara berkelanjutan. 
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Maka buku yang berjudul Pembangunan Pedesaan ini hadir sebagai 
bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi sekaligus 
penguatan di bidang Pembangunan desa. Akan tetapi pada akhirnya kami 
mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari 
kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan 
semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk 
menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal 
tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk 
terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di 
masa yang akan datang.  

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 
di Indonesia, khususnya terkait Pembangunan Pedesaan. 
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PENGERTIAN DAN URGANSI  
PEMBANGUNAN PEDESAAN 
 

A. PENDAHULUAN   
Pembangunan merupakan sebuah keharusan di dalam satu wilayah 

baik itu negara, daerah (Kabupaten atau Kota) dan bahkan di tingkat 
pedesaan. Dewasa ini, pembangunan pedesaan begitu penting sehingga 
perlu menjadi perhatian khusus. Perhatian khusus terhadap pembangunan 
pedesaan di Indonesia ditunjukkan dengan terimplementasinya undang-
udang Desa No. 6 Tahun 2014.  

Sebelum membahas tentang paradigma pembangunan pedesaan, 
indikator pembangunan pedesaan, kebijakan pembangunan pedesaan, 
strategi pembangunan pedesaan, program pembangunan pedesaan 
sampai pada implementasi, monitoring dan evaluasi pembangunan 
pedesaan terlebih dahulu perlu dipahami beberapa hal berikut: pertama, 
pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan daerah 
dan pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan keselarasan 
pembangunan antar tingkatan baik desa, daerah dan nasional dengan 
tidak mengesampingkan ciri khas masing-masing wilayah. Terciptanya 
keselarasan pembangunan antar tingkatan tersebut akan mempermudah 
pencapaian tujuan utama pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat.  

Kedua, pembangunan pedesaan penting karena sebagian besar 
masalah-masalah pembangunan berada di daerah pedesaan. Masalah 
tersebut apabila tidak mendapat penanggulangan serius akan berdampak 
pada pembangunan nasional. Adapun masalah-masalah pembangunan 
pedesaan antara lain kemiskinan, masala sumber daya manusia dan 
pengangguran, serta infrastruktur dan kelembagaan. 

 

BAB 1 
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PEREKONOMIAN PEDESAAN INDONESIA 
 

A. PENDAHULUAN 
Kondisi perekonomian perdesaan begitu jauh dengan perkotaan. Hal 

tersebut terjadi karena adanya perbedaan pengelolaan sektor ekonomi. 
Perekonomian perkotaan lebih dominan digerakkan oleh sektor industri 
dan jasa. Hal tersebut membuat investasi di perkotaan begitu besar dan 
meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Perekonomian perdesaan di 
Indonesia lebih cenderung digerakkan oleh sektor pertanian, perkebunan, 
dan perikanan. Secara kuantitatif, dapat menyerap tenaga kerja yang 
tinggi. Namun, tingkat pendapatan masyarakat desa cenderung lebih 
rendah dibandingkan dengan masyarakat kota. Perbedaan pengelolaan 
sektor ekonomi tersebut membuat adanya ketimpangan ekonomi antara 
perdesaan dengan perkotaan. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi 
perdesaan perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 
yang menjadi penghambat percepatan ekonomi secara nasional. 
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam 
melaksanakan kebijakan-kebijakan ekonomi. (Arfianto & Balahmar, 2014). 

Strategi pembangunan perekonomian desa saat ini berjalan dengan 
baik. Progam-progam dalam peningkatan ekonomi desa telah dilakukan. 
Program tersebut berupa pemberian dana 1 Milyar per desa dalam satu 
tahun. Hal tersebut diharapkan dapat menggerakan perekonomian desa 
melalui program-program pemberdayaan dan menciptakan siklus ekonomi 
berkelanjutan. Selain itu, program pembentukan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES) menjadi program penting dalam pembangunan desa. BUMDES 
diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga 
pengangguran dapat diminimalisir. BUMDES juga diharapkan dapat 
menciptakan nilai tambah dari aktivitas-aktivitas ekonomi kreatif. Apabila 
hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka pembangunan desa dapat 
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BEBERAPA PARADIGMA  
PEMBANGUNAN PEDESAAN 
 

A. PENDAHULUAN   
Makna pembangunan telah ditafsirkan secara berbeda oleh para ahli 

yang berbeda. Pembangunan didefinisikan oleh Todaro dan Smith dalam 
(Kurniullah, Ardhariksa, Zukhruf ; Saragih, Annisa, Ilmi et al., 2021) sebagai 
proses multidimensi dengan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap 
demografi dan institusi nasional, serta ekonomi Pertumbuhan meliputi: 
Mengurangi ketimpangan dan memerangi kemiskinan absolut. 
Kebanyakan ilmuwan membuat teori tentang tren perkembangan 
pembangunan, bagaimana mencapainya dan bagaimana mencegahnya. 

Paradigma pembangunan nasional Indonesia ialah pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia 
seutuhnya. Yang dimaksud pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 
adalah pembangunan non-fisik dengan meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan 
dasar lainnya. Sedangkan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya 
berarti pembangunan baik fisik maupun non-fisik dilakukan secara merata 
di seluruh wilayah Republik Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya 
pembangunan di Indonesia baik pembangunan fisik maupun 
pembangunan sumber daya manusia belum dilakukan secara merata, 
(Rahman & Novitasari, 2018) 

Pembangunan desa adalah implementasi pembangunan yang lebih 
inklusif. Pembangunan desa membutuhkan proses yang memfasilitasi 
sinkronisasi antar sektor dan aktor serta mendorong inovasi. Salah satu 
model yang paling terkenal dalam teori ialah paradigma 
developmentalisme. 
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INDIKATOR PEMBANGUNAN PEDESAAN 
 

A. PENDAHULUAN   
Problem mendasar bagi suatu bangsa atau negara adalah mencari 

wujud kondisi masyarakat secara ideal dan bagaimana cara 
merealisasikannya. Berbagai konsep dilakukan pemerintah dalam 
mewujudkan pembangunan pada seluruh warga negara menuju kondisi 
yang lebih baik.  

Secara historis sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, 
pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah, namun 
strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu sering kali mengalami 
perubahan sesuai periode pembangunan. 

Kehadiran Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagai tonggak awal percepatan pembangunan desa. Kondisi ini 
memberikan paradigma baru bagi pemerintah desa dalam memahami 
sistem keuangan dan pemberdayaan masyarakat, untuk mendorong 
pemerintah desa bekerja dengan baik. 

Setelah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 ditetapkan, anggaran dana 
desa naik drastis sehingga menjadi harapan baru meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa, melalui penguatan ekonomi ,jaringan 
komunikasi dan revitalisasi sosial budaya.  

Berdasarkan data Indeks Membangun Desa (IDM) Kemendes PDTT 
terjadi peningkatan persentase untuk kemajuan dan kemandirian desa 
dari 2019-2022. 

 

BAB 4 



 

 Indikator Pembangunan Pedesaan | 67 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Era in Indonesia: A Pilot Priject in Klaten Regency, Central Java. 
Paperpresented in the  38th Conference of the Federation of ASEAN 
Economic Associations (FAEA), Singapore, 27th 29th November. 

https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/4351/sdgs-desa-jadi-arah-
kebijakan-pembangunan-desa-hingga-2030 

Mulyanto. (2013). The Model of Index for Massuring the Progress of Rural 
Development at Autonomy  

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Sonny Harry B. Harmadi1., Udin Suchaini2., Ardi Adji., (2000). Indikator 
Pembangunan Desa di Indonesia: Ditinjau dari Ketidaksesuaian 
indikator Pengukuran Pembangunan Desa  

Umar Udhin (2019). Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistori. 
Makassar : Garis Khatulistiwa 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PEMBANGUNAN PEDESAAN 

BAB 5: KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN PEDESAAN 

 

 

 
 

Dr. Ardhana Januar Mahardhani, MKP  

Universitas Muhammadiyah Ponorogo   



 

 

70 | Pembangunan Pedesaan 

 
 
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN 
 

A. PENDAHULUAN 
Pembangunan masih menjadi basis dalam rangka kemajuan bangsa, 

dalam kenyataannya keberlanjutan sektor lain seperti industri atau jasa 
juga akan selalu dipengaruhi oleh keberlangsungan sektor pertanian. 
Pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian tidak hanya berorientasi 
pada peningkatan produksi hasil saja, tetapi juga memperhatikan 
pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang ada di wilayahnya. 
Pembangunan pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu  
produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, serta 
memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. 

Proses pembangunan ini lebih dikhususkan pada daerah perdesaan 
yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Menurut 
United Nations (Rustiadi & Pranoto, 2007), pembangunan perdesaan 
adalah strategi yang direncanakan untuk meningkatkan kehidupan 
ekonomi dan sosial masyarakat miskin. Di dalam perencanaan dan 
pelaksanaan kerja sama daerah, perlu diperkuat wawasan dan komitmen 
pemerintah daerah tentang pentingnya kerja sama kewilayahan guna 
mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing. Persamaan 
visi pemerintah daerah adalah modal dasar dalam mewujudkan rencana 
dimaksud sehingga diperlukan kesadaran kolektif bahwa keberhasilan 
dalam melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan daerah 
tidak terlepas dari konektivitas dan sinkronisasi rencana pembangunan 
antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
Istilah kebijakan atau policy menurut Graycar dapat dipandang dari 

perspektif filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja. Sebagai suatu 
‘konsep’ filosofis, kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip, atau 
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STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
 

A. PENDAHULUAN 
Di tengah tantangan global seperti kemiskinan, bencana alam, 

perubahan iklim dan krisis keuangan, isu pembangunan berkelanjutan 
yang menekankan pada integrasi pembangunan ekonomi dan 
perlindungan lingkungan menjadi tantangan serius bagi para pembuat 
kebijakan di semua negara. Tanpa upaya secara global untuk mengubah 
pola pembangunan tradisional, eksplorasi sumber daya alam dan 
lingkungan maka hanya akan meningkat dampak negative dari sebuah 
pembangunan. Dampak nyata dari produksi melebihi ambang batas daya 
dukung  adalah kekeringan  berkepanjangan, kenaikan muka air laut dan 
kondisi cuaca ekstrim.  Salah satu isu utama dalam pembangunan ekonomi 
adalah bagaimana mengelola keseimbangan antara pemenuhan 
kebutuhan pembangunan di satu sisi dan upaya untuk menjaga kelestarian 
lingkungan di sisi lain. Pembangunan ekonomi  berbasis sumber daya alam 
tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya 
akan berdampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Hal ini karena  
sumber daya alam dan lingkungan secara inheren terbatas daya 
dukungnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak 
mempertimbangkan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan 
menimbulkan masalah pembangunan di masa depan. 

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya telah menjadi 
perhatian para ahli sejak lama. Tetapi istilah keberlanjutan itu sendiri baru 
berusia beberapa dekade, baru pada tahun 1798 Malthus mulai 
memperhatikan keberlanjutan. Malthus prihatin dengan ketersediaan 
lahan di Inggris karena ledakan populasi yang cepat. Satu setengah abad 
kemudian,  setelah Meadow dan rekan-rekannya menerbitkan makalah 
berjudul The Limit to Growth (Meadow et al., 1972) pada tahun 1972, 
kekhawatiran tentang keberlanjutan ini semakin menguat, dan 
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INSTRUMEN KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN PEDESAAN 
 

A. PENDAHULUAN 
Kondisi pedesaan digambarkan dengan aktivitas masyarakat yang 

sebagian besar bertumpu pada kegiatan berbasis sumber daya alam 
terutama pertanian. Namun, keunggulan yang dimiliki daerah pedesaan ini 
tidak serta merta menempatkan pedesaan tumbuh dan berkembang 
sejajar dengan daerah perkotaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan 
daerah pedesaan sulit untuk sejajar dengan perkotaan, yakni disebabkan 
oleh kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur 
(Adisasmita, 2006). Namun, ada faktor yang lebih berpengaruh dalam 
mendorong tumbuh dan berkembangnya daerah pedesaan yakni peran 
pemerintah, hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kewenangan yang 
sifatnya pembuat kebijakan dan pelaksana program pembangunan 
pedesaan.  

Pada dasarnya pembangunan berusaha untuk menciptakan 
peningkatan kualitas kehidupan dan ekonomi ke arah yang lebih wajar dari 
waktu ke waktu, demikian pula pembangunan pedesaan yang berusaha 
memberikan dan menciptakan peningkatan kehidupan masyarakat 
pedesaan berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki daerah 
pedesaan. Menurut Office of Deputy Prime Ministry Republic of United 
Kingdom (2004) untuk mewujudkan hal tersebut dapat ditempuh melalui: 
(1) menjamin masyarakat mendapat tempat tinggal yang layak; (2) 
pertumbuhan ekonomi yang menerus membuat diversifikasi; dan (3) 
memberi perlindungan terhadap keterbukaan antara daerah pedesaan 
dan perkotaan.  
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PROGRAM PEMBANGUNAN PEDESAAN 
BERORIENTASI PERTUMBUHAN 
 

A. PENDAHULUAN  
Desa merupakan suatu entitas yang sering dipandang sebagai 

komunitas terbelakang, yang ditandai dengan kemiskinan dan 
kesenjangan sosial. Berawal dari keterbelakangan ini, pemerintah telah 
menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan pembangunan desa. 
Pembangunan desa merupakan gerakan masyarakat dalam meningkatkan 
pembangunan yang dilandasi kesadaran untuk meningkatkan 
kehidupannya yang lebih baik dan kehidupan yang Layak. Secara historis 
pembangunan desa telah dilaksanakan hingga saat ini dengan berbagai 
program, pendekatan, dan metode sesuai periode pembangunan, namun 
hasil yang dicapai belum maksimal. Pembangunan desa belum 
sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk 
memperoleh pencapaian hasil yang maksimal, maka program 
pembangunan pedesaan sebaiknya dilakukan dengan berorientasi pada 
pertumbuhan, khususnya adalah pertumbuhan ekonomi. 

Pembangunan pedesaan, khususnya pertumbuhan ekonomi desa, 
memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 
Pertama, hampir semua orang Indonesia tinggal di daerah pedesaan. 
Kedua, meskipun desentralisasi fiskal telah dimulai sejak tahun 2001, data 
menunjukkan bahwa hampir beberapa masalah mendasar di negara ini, 
seperti kemiskinan, pendidikan rendah, kesehatan yang buruk, sarana dan 
prasarana yang tidak memadai, ada di wilayah desa. Oleh karena itu, 
sesegera mungkin, perlu dibangun reformasi pemahaman bahwa wilayah 
desa memiliki posisi strategis di Republik Indonesia. Bahkan dapat 
dikatakan bahwa jika daerah desa maju, maka daerah dan negara akan 
maju. Dengan demikian, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa 
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PROGRAM PEMBERANTASAN  
KEMISKINAN DAN PENANGGUHAN 
 

A. KEMISKINAN 
Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan konsep kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach) untuk mengukur 
kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai 
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 
makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan 
kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi 
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan 
yang bersifat mendasar. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki 
rata- rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. 

Kemiskinan biasanya didefinisikan sebagai sejauh mana suatu individu 
berada di bawah tingkat standar hidup minimal yang dapat diterima oleh 
masyarakat dan komunitasnya. Para ahli membuat pengertian atau 
definisi dari kemiskinan dengan berbagai versi. Kemiskinan dapat berupa 
gambaran kekurangan dari sisi materi, kurangnya kebutuhan sosial, 
pendapatan, akses terhadap sumber-sumber tertentu dan lainnya. 

Pemerintah dianggap berhasil jika dapat menurunkan angka 
kemiskinan. Tulisan ini mendeskripsikan tentang kemiskinan dan ruang 
lingkupnya, dan kemudian mengurai sejumlah program-program 
pemerintah termasuk permasalahan atau hambatan pelaksanaannya. 
 

B. RUANG LINGKUP KEMISKINAN 
Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari 

Badan Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut: 
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, 

pangan dan papan). 
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PROGRAM PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR 
 

A. PENDAHULUAN   
Sumber Daya Alam (SDA) meliputi air, sumber air, lahan, udara, dan 

sumber daya alam lainnya yang apabila dikaitkan dengan pertumbuhan 
jumlah penduduk Indonesia, maka >1,40% per tahun telah dipergunakan 
untuk memenuhi kebutuhan pangan, perumahan, energi, industri, sanitasi 
dan penanganan limbahnya (Abduh, 2018; B. Purba et al., 2020). Untuk 
melakukan pengembangan sumber daya alam yang optimal, diperlukan 
dukungan pengelolaan yang lebih profesional serta infrastruktur yang 
handal baik dalam pengelolaan sumber daya alam di kota maupun di desa 
(Ervianto, 2018; Juwono & Subagiyo, 2018). 

Potensi sumber daya alam desa dianggap sebagai modal dasar yang 
dapat dikelola dan juga dikembangkan demi kepentingan, kelangsungan 
dan perkembangan desa. Untuk menilai potensi desa, ada beberapa faktor 
yang bisa dijadikan sebagai pedoman yaitu potensi fisik dan potensi non 
fisik. Desa telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara, 
hal ini dapat dilihat dari peran desa sebagai ujung tombak yang mampu 
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di bagian akar rumput hingga 
membuat perencanan pembangunan yang berkelanjutan (Diartho, 2018; 
Sidik, 2015). Untuk itulah pemerintah melalui undang-undang mendorong 
desa agar dapat berkembang dan menjadi desa yang mandiri yang 
diwujudkan dengan memberikan alokasi dana desa untuk dikelola dengan 
jumlah mulai dari 800 juta hingga 1,4 miliar per desa (Saputra et al., 2019). 
Untuk melaksanakan pengelolaan desa, dilakukan dengan dua arah, yaitu 
perencanaan partisipatif dan perencanaan teknokratik, perencanaan ini 
dibuat dan dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur 
dalam peningkatan pengelolaan sumber daya alam (Soleh, 2017). 
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PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN 
 

A. PENDAHULUAN   
Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan 
ruang harus direncanakan sedemikian rupa agar tercipta keseimbangan 
antara pembangunan fisik dengan kelestarian lingkungan (environmental 
sustainability). 

Kawasan pedesaan adalah kawasan yang kegiatan utama di dalamnya 
adalah sektor pertanian, termasuk sumber daya alam, tempat 
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, 
dan kegiatan ekonomi. Wilayah perdesaan mendominasi luas Indonesia 
dibandingkan dengan wilayah perkotaan.   

Perencanaan adalah langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan 
pembangunan. Perencanaan memiliki tujuan yang akan dicapai pada 
waktu yang akan datang.  Perencanaan merupakan kegiatan yang 
terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 
perencanaan terdapat aktivitas pengujian arah pencapaian, mengkaji 
ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta 
menentukan langkah untuk mencapainya.  

Perencanaan wilayah perdesaan diperlukan dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan wilayah perdesaan 
adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kehidupan 
perdesaan yang aman dan menyenangkan.  

Pembangunan adalah kegiatan atau usaha sadar, terencana dan 
berkelanjutan untuk mengubah kondisi masyarakat menuju kondisi yang 
lebih baik. Pembangunan menyangkut semua aspek kehidupan fisik, non 
fisik, material spiritual dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. 
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LEMBAGA YANG BERWENANG  
UNTUK PEMBANGUNAN PEDESAAN 
 

A. PENDAHULUAN 
Pembangunan perdesaan merupakan tahap dari alur utama proses 

pemerintahan desa yang umumnya diawali dari kepemimpinan desa 
beserta sumber daya yang melingkupinya sebagai input, dilanjut oleh 
pembangunan desa itu sendiri sebagai sebuah proses, dan terakhir ialah 
kesejahteraan masyarakat desa sebagai output atau luaran dari proses 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya, sudah barang tentu bahwa 
pembangunan desa merupakan motor penggerak yang menentukan ke 
mana arah desa, atau dalam bahasa lain, pembangunan desa (entah baik 
atau buruk) juga menjadi indikator seberapa serius Pemerintah desa 
mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. (Adiwilaga Rendi, Alfian 
Yeni, 2021). Merujuk kepada konsep tersebut bahwa memang sudah jelas 
bahwa pembangunan perdesaan merupakan langkah awal dalam 
pelaksanaan pembangunan nasional, mengingat bahwa perdesaan 
memiliki wilayah yang sangat dominan di Indonesia ini. Dalam kontek 
Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci dalam segala hal, 
secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan 
kehidupan masyarakat dan warganya, seringkali kemajuan yang dimaksud 
terutama adalah kemajuan berupa material atau yang terwujud (tangible). 
Maka pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh 
masyarakat di bidang ekonomi. (Budiman, 1996) 

Pembangunan perdesaan juga merupakan sebagai bagian integral dari 
pembangunan daerah dan nasional, dewasa ini mendapat sorotan yang 
amat tajam dari berbagai kalangan. Persoalan ini selain menyangkut 
sebagian besar (51.2%) masyarakat Indonesia berdiam di desa (BPS, 2010), 
karena banyak persoalan-persoalan pembangunan yang belum mampu 
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PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN 
 

A. PENDAHULUAN   
Pembiayaan pembangunan pedesaan merupakan usaha pemerintah 

maupun di luar pemerintah menyediakan dana untuk membiayai 
pembangunan di desa yang bersumber dari revenue, debt, dan equity 
(Pembangunan, 2015). Dana yang diberikan oleh pemerintah untuk 
pembangunan suatu desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) yang diteruskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten maupun Kota. Penggunaan dana yang diberikan 
oleh pemerintah dijalankan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan 
masyarakat dan pemberdayaan sumber daya manusia/masyarakat desa 
setempat. Dana desa yang berasal dari pemerintah dialokasikan sesuai 
luas wilayah, jumlah penduduk, geografis desa serta tingkat kemiskinan 
warga desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana 
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
2014). Diberikannya dana bagi perkembangan desa merupakan komitmen 
negara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kualitas 
perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, mendorong 
pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan kepada warga desa, 
memotivasi keswadayaan dan gotong royong diantara warga desa 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga dan pendapatan desa 
melalui Badan Usaha Milik Desa (Indonesia, 2014). 

Penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program-program desa 
sebaiknya dilakukan dalam bentuk swakelola. Melalui swakelola, kegiatan 
pengadaan barang/jasa bagi program-program pembangunan desa 
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Lembaga/satuan 
perangkat daerah maupun organisasi kemasyarakatan atau kelompok 
masyarakat setempat. Demikian pula cara memperolehnya, perangkat 
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IMPLEMENTASI, MONITORING DAN  
EVALUASI PEMBANGUNAN PEDESAAN 

 

A. PEMBANGUNAN PEDESAAN 
Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan 

dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup 
struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik 
fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi 
desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan 
pemukiman. 

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk 
memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan 
kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, 
sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam 
realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber 
pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi 
tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan  
Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, 
telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana- sarana lain yang 
dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan 
berkembang. 

Skala prioritas pembangunan pedesaan yang berbasis pada 
pengembangan pedesaan (rural based development), meliputi: 
1. pengembangan ekonomi lokal; 
2. pemberdayaan masyarakat; 
3. pembangunan prasarana dan sarana; dan 
4. pengembangan kelembagaan. 
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